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ABSTRAK 
 

Yansen Christian Wikamta, 201610115313,Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang 

Memproduksi dan Memperdagangkan Air Minum Isi Ulang Tanpa Izin Resmi 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. 

Latar belakang perlu diketahui terlebih dahulu apa yang di maksud dengan 

perlindungan konsumen. Hal ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Dan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dalam penerapannya produsen sering kali 

tidak memperhatikan kesehatan maupun kualitas prodak yang akan di berikan kepada 

konsumen. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui air minum isi ulang yang tidak 

mempunyai izin secara resmi yang diatur dalamu ndang-undang nomor 7 tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 8 tahun 2014 tentang 

Perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative 

penelitian yang dilakukan atau ditunjukan dalam bentuk-bentuk dokumen resmi. 

Penelitian ini akan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha memproduksi dan 

memperdagangkan air minum isi ulang tanpa memiliki izin resmi menurut Undang -

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang- Undang 

Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di hasilkan kesimpulan Bahwa 

dalam hal ini pelaku usaha depot air minum isi ulang dapat dimintai pertanggung 

jawaban apabila kualitas produk air minum isi ulang yang dijualnya tidak sesuai 

dengan standar persyaratan kualitas air minum. 2 Bahwa terhadap mekanisme 

pemberian izin dalam usaha memproduksi dan memperdagangkan air minum isi 

ulang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum 

isi ulang. 

Kata kunci: perlindungan konsumen, air minum isi ulang, tanggung jawab pelaku 

usaha. 
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ABSTRACT 

Yansen Christian Wikamta, 201610115313, Responsibilities of Business Actors who 

Produce and Trade Refill Drinking Water Without Official Permission According to 

Law Number 7 of 1999 Concerning Consumer Protection and Act Number 8 of 2014 

concerning Trade. 

Background needs to be known in advance what is meant by consumer 

protection. This is regulated in article 2 of Law Number 8 of 1999 concerning 

consumer protection, and regulated in Act Number 7 of 2014 concerning Trade in its 

application producers often do not pay attention to the health or quality of products 

that will be given to consumers. 

This study aims to determine the refill drinking water that does not have an 

official permit regulated in law number 7 of 1999 concerning consumer protection 

and law number 8 of 2014 concerning Trade. This research uses the normative legal 

research method of research conducted or shown in the form of official documents. 

This research will analyze the responsibilities of business actors in producing and 

trading refill drinking water without having an official permit according to Law No. 

8/1999 concerning consumer protection and Law No. 7/2014 on Trade. 

Based on the results of research and discussion, the conclusion is that in this 

case the refill drinking water depot business actor can be held liable if the quality of 

the refill drinking water product he sells does not comply with the drinking water 

quality standard requirements. 2 Whereas the mechanism for granting permits in the 

business of producing and trading refill drinking water is regulated in Decree of the 

Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number 651 / MPP / 

KEP / 10/2004 concerning the technical requirements of refill drinking water depots. 

 

Keywords: consumer protection, refill drinking water, responsibility of entrepreneurs. 
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